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i - PERKEBUNAN TERLANTAR -
éﬁmaﬁg %asus i @unun@ Badega Kam@mi@n @aem%a
' ng%«aﬁ il Garut Propinsi Jawa Eam‘@ |

Emam Eiazswammn@

lea smnber—swmbern@n—permman belum dapas....
memenukz kebutuhan  hidup, make sekior-
pertanion letap mevupakan tumpuan horapan
masyeraket - pedesaan.  Dengan ' demikian
kebutuhon “akan tanah perignian semakin
meningkat.  Penggarapan atas lahan-lahan
yang terlontor atau diterlentarkan tidak bisa
dirindarkan. Dalgm pada itu Hulum Adat di
Indonesin ‘mengokui hak untuk menggarap
tanak yong terlanior aiau diterlantarkan pemi-
lik sebelumnya. Suain peraturan mengenai
tanan ferlantar perluy segera dikeluarkan,
sehingga pemanfaaian tanah dapat dilaksana-
kan seoptimal mungkin.

Pengantar

Tanah dapat dikatakan sebagai modal utama di negara yang 80%
penduduknya masih memperoleh penghasilan dari sektor pertanian, maka
wajarlah apabila pengaturan atas penguasaan dan pemilikan tanah diatur
sedemikian rupa, agar sesuai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan
petani. '

Akan tetapi dalam realitanya, selama kurun waktu dua puluh tahun
terakhir ini kasus-kasus tanah justru semakin meningkat pesat baik dalam
kuantitasnya maupun cakupan wilayahnya.

Namun, dari berbagai persoalan tanah yang timbul, sebenarnya bila
dicermati dapat dikelompokkan menjadi empat hal yakni :
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1. Penggarapan rakyat atas areal perkebunan, tanah kehutanan dan
sebagainya,

2 Ekses-gkses pelaksana pembebasan tanah untuk  proyek- pmyek

L cDEMDAngUnan. |

3. Masalah pertanahan yang menyangkut peraturan perundang-undangan
fand reform.

4. Sengketa Perdata yang bersangkutan dengan tamah.
(Sumardjono, 1982: 1X, 1990 (a) : 2 dan 1990 (b) : 2 dan Soni
Harsono, 1991 : 93-94),

~ Dalam kaitannnya dengan masalah pertanahan sebagaimana disebut oleh
Maria Sumardjono dan Sopni Harsono khususnya angka 1, yakni penggarap-
an. ra?:e:yat atas areal tanah perkebunan, kehutanan yang terlantar penting
untuk dilakukan oleh tim Lembaga Bantuan Hukum Bandung tahun 1987
berkenaan dengan penggarapan rakyat menyangkut masalah Hukum Pidana
Khususnya tentang perbuatan penghasutan (Lembaga Bantuan Hukum
Bandung, 1988: 142-165). Demikian pula hasil penelitian tim Direktorat
Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri dalam Proyek Penelitian dan
Pengembangan Hukum Pertanahan tabun 1971-1972 di Jawa, Sumatera dan
Nusa Tenggara belum dapat mengungkap kejelasan kriteria mengenal tanah
terlantar, ketentuan batas waktu, prosedur atan tatacara dan siapa yang
berwenang untuk mengatakan sebidang tanah dalam keadaan terlantar atau
diterlantarkan (Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Seri
IV, Tanpa tahun : 7,9 dan 10 ).

Salah satu dari beberapa kasus tanah terlantar adalah kasus tanah Gunung
Badega di kecamatan Cikajang dan Banjarwangi Kabupaten Garut Propinsi
Jawa Barat, banyak diangkat sebagai berita dalam media massa, misalnya
mingguan Tempo melaporkan ;

"Tigabelas orang petant ditahan di Polres Garut, mereka dituduh menyerobot

tanah perkebunan terlantar yang digarapnya tigapuluh delapan tahun yang

lalu. Pemilik Hak Guna Usaha ternyata mengantongi 312 tanda tangan
petani dengan pernyafaannya kesesiaan menyerahkan tanah garapannya

kepada perusahaan yang ternyata palsi” (Tempo, 22 Okiober 1988:99).

Berdasarkan fenonema tersebut, kasus tanah Gunung Badega menarik
sekali untuk dicermati lebih jauh khususnya dari aspek hukum pertahanan.

Atas dasar uraian yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan
masalah sebagai berikut :

(1)  Faktor apakah yang mendorong petani penggarap untuk menger-
talrar tarnah nerkeahyiman Genamine Roedeosa vang forfantas it F
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' (2)_%_ i -.Dapatkah para petam penggarap tersebut d;sa.hkan ssbdgai :
uniiatas! tanah garapannya Do g

E apakah pembenan ‘Hak Guna Usaha kepada PT Citrm yang ;

i dxlanjutkan kembah oleh PT. Surya Andaka Mustxka perlu ditm}au'-. '

Agax lebxh dapat memaham: masa]ah tanah Badega ada balknya penuhs o
uraxkan secara: rmgkas riwayat kasusnya. | o

Perkebunan Gunung Badega, semula bekas tanah erfpacht verpondmg No.
177 178: dan 244 terdiri- dari persil Gunung Badega i-dan II, Cikopo dzm '
Capangramatan seluas 498. 6143 ‘hektar milik NV. Cuituur Maatschappij
Tjikanere yang mayor:tas sahamnya dxm:hk; oleh Warga Negara Asmg
bemama ‘Tan Eng Hong. "

Pada’ tanggal 215 April: 1965 Pengadalan Ekonoml T Jlandjur dalam
pumsannya merampas untuk negara perkebunan tersebut karena terbukti Tan
Eng Hong bersalah melanggar Peraturan Devisen S 1940 Nomor - 205 30'
Undang«Undang Darurat Tahun 1959 No. 21. L

~-Sejak sekitar tahun 1950 tanah yang tidak diketahm penge aannya dan
apakah berjalan atau tidak itu mulai diolah bekas buruh perkebunan serta
pendatang yang jumlabnya meningkat. : : :

Pada tanggal 14 Februari 1972 tanah perkebunan Baclega d1 lekang Kantor
Lelang ‘Negara Bandung dengan Risalah Lelang No. 42 dan dibeli. oleh
Hasanudding :Samhudi selaku Direktur Utama PT. Citrin, melanjutkan hak
guna-usaha perkebunan tersebut yang berakhir 12 Januari 19892 Namun
pemegang hak baru-ini tidak mengusahakan lahannya bahkan menyewakaa
kepada petani penggarap yang akhirnya pada tanggal 16 juni 1984 melepas-
kan haknya kepada Hikmat Wiradilaga selaku Direktur Utama PT. Surya
Andaka Mustika yang ‘dibuat oleh dan di hadapan notaris Masri Husen
tanggal-9 Oktober 1984 Nomor. 300076.

~Berhubung permohonan hak guna usaha oleh Hasanuddm Samhudi belum
tuntas maka permohonan tersebut dilanjutkan Hikmat Wiradilaga melalui
suratnya nomor 593.4/2168/Ditag/1986 akhirnya dikabulkan Menteri Dalam
Negeri tanggal 3 Juli 1986 dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor
SK. 33/HGU/DA/86. namun demikian dalam kenyataannya PT. Surya
Andaka Mustika telah melakukan penanaman teh pada musim tanam
1084/1985 seluas 15 Hekiar walaupun Surat Keputugan Pemberian Hak
belum dineroleh.
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-+ Para petani penggarap mengajukan permohonan secara berulang sejak 24
Nopember 1584 namun belum mendapat tanggapan sebagaimana mestinya

?uncaknya tanggal 28 September 1988 tiga belas petani ditahan oleh yang
berwajlb tanpa surat penahanan dan penangkapan. Adapun alasan penahanan
itu berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa tertanggal 26 Desember 1988 yaitu
didakwa melakukan perbuatan hukum yang memenuhi ketentuan pasal 160
Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) sub le dan 2e jo Pasal 216
ayat (1) jo Pasal 406 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Negeri Garut dalam putusannya tanggal 29 Maret 1989
Nomor'47/P1d.B/1988.PN.GRT menghukum 13 orang petani yang melalui
tim pembela Lembaga Bantuan Hukum Bandung mengajukan banding tanggal
31'Maret 1989. Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya membebaskan
13 ‘petani penggarap karena tuduhan tidak terbukti sedangkan jaksa tinggi
Bandung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang sampai sekarang
belum kunjung ada putusannya.

Telaah yuridis tentang tanah terlantar dapat dilakukan menurut Hukum
Adat,” Yurisprudensi maupun peraturan perundang-undangan pertanahan
sebelum lahirnya WUndang-undang No. 5 Tahun 1960 maupun sesudahnya.
Tanah terlantar menurut konsepsi hukum adat karena dua faktor penyebab
yakni: 1. Karena peperangan atau bencana alam hubungan hukum antara
subyek pemegang hak dengan obyek (tanahnya) menjadi hilang; 2. karena
taktor obyek (tanahnya) keadaanya menjadi tandus, terkena bencana alam
schingga diterlantarkan (Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal
Agraria Seri IV: 14-16).

* Satu hal penting dalam hukum adat mengenai tanah terlantar yang masih
menimbulkan perbedaan yakni mengenai kriteria pembatasan waktu atau
jangka wakiu penelantara tanah. Diberbagai daerah di tanah air berdasarkan
hasil penelitian menunjukan jangka waktu yang beragam seperti di Jambi
-tanah yang diterlantarkan 3 tahun dianggap sebagai rimba/hutan kembali
(AP. Parlindungan, 1989:17). Pada masyarakat Bugis menurut penelitian
Ahmad Manggau (1984) di Pinrang ada tanah yang diterlantarkan selama 30
tahun karena terpaksa. namun lain halnya di Aceh menurut S.R. Noer (1990)
hak menduduki tanah menjadi lenyap setelah tanah ditinggatkan pemegang
haknya selama 3 tahun (Sudirman Saad, 1991; 50).

Beberapa pakar di bidang hukum pertanahan secara kritis mencoba

menentukan kriteria tanah terlantar yaitu:

a) Segi obyeknya, yaitu keadaan fisik tanahnya serta penggunaannya.

b) Segi subyek atau pemegang hak ada atau tidaknya kesengajaan untuk
menelantarkan tanahnya atau ada keterpaksaan menelantarkan tanahnya.
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L) Segz jangka w&ktmyd bila dilihat dari usaha yang seharusnya sudah w2

. _udaiaimkan yang. bersangkutan. beberapa batas. waktu untuk naexlyataka.n"3_-"

..:.__sua bidczng tanah terldntar (Maria SW Soemdrdjono 1990 (L) 13- 14)

.:Sﬂldl normat:f mengenal yumsprudensx tentang tanah tericmtér yang_ff:f'_
dilakukan oleh beberapa pakar misalnya Subekti (1983) di Tapanuli Selatan *

bxla tcma,h diteidﬂtdi}{&n penggarap 5 tabun bertmut—turut akan dmhhkan_
-kepaﬁg orang Tain sedangkan di Batak menurut M Noph Haiyb (1986 __ N

ladang yang dzteiemt&rkan akan kembali pada penguasaan marga (Soedxrmaﬂ S
Scs.ad 1601: 53). '

- Atas dasar studi. terhadap yunsprudensl dapat d;amb: kes:mpuhn bdhwa_ I

tana‘; yang disebut terlantar bila dalam jangka waktu 5 tahun atau ebxh'_
berurut-turut tidak dikerjakan/diolah. .
. Dalam pengaiuran perundang-undangan pertanahan khususnya Undang—_
Undang No. 3 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria) dalam pasal-
pasalnya tidak menentukan batasan tanah terlantar, namun hanya menentukan
bahwa penelantaran tanah merupakan salah satu sebab hapusnya suatu hak. .
Berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada sescorang t;dak'
diperkenankan dipergunakan atau dipergunakan semata-mata untuk kepcn—': ]
tingan - pribadi pemegang - haknya. Lebih-lebih bila penggunaan atau
penelantaran - tanah tersebut mengakibatkan kerugian pada masyarakat,.
demikian inti ketenfuan ientang fungsi sosial semua hak atas tanah sebagai-
mana .dituangkan dalam Pasal 6 maupun Penjelasan Umum II angka 4
Undang-undang Pokok Agraria. o
Dengan demikion selaras dengan fungsi hukum sebagal pengejewan—
tahan dari prinsip-prinsip keadilan dengan memperhatikan kepenting-
an.perseorangan dan masyarakar secara seimbang (Soemardjono (b),
1991:1) :

Ketentuan yang ada berkaitan dengan kasus pengarapan rakyat atas tanah
perkebunan, kehutanan -yang terlantar diatur dalam Undang-undang No.
51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak
atau Kuasanya. ‘

Beberapa pasal penting yang dikemukakan yakni Pasal 1 ayat (3)
menjabarkan pengertian memakai tanah yakni mengerjakan dan atau
menguasai tanah milik orang lain atau milik negara untuk kepentingan sendiri
maupun orang lain. Pemakaian atau penggunaan tanah bukan miliknya tanpa
izin jelas dilarang oleh ketentuan Pasal 2, dalam arti tanpa izin secara tertulis
sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. .

Bilamana benar-benar ferjadi kasus yang memenuhi rumusagn yang diatur
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daiam Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 itu, menjadi kewajiban Menteri
Agraria (sekarang Kepala Badan Pertanahan Nasional) untuk menyelesaikan
masalah tersebut secara adil, dengan jalan musyawarah dengan memperhati-
kan kepentingan rakyat pemakal tanah yang bersangkutan seperti diatur
dalam pasal 5 ayat (4) undang-undang tersebut,

“Dalam ‘mengantisipasi berkembangnya kasus pertanahan khususnya
masalah penggarapan rakyat atas tanzh perkebunan terlantar dikeluarkan oleh
-peiﬁiérmtah dua peraturan peniing yakni Keputusan Presiden No. 32 Tabun
1979 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 tentang
‘ketentuan-ketentuan mengenai Permohonan hak Baru Aias Tanah Asal
Konversi Hak Barat. Inti kedua peraturan tersebut adalah menegaskan soal
status tanah pada saat haknya berakhir tanggal 24 September 1980, maka
baru atas tanah selaras azas optimal, lestari dan seimbang serta terlaksana-
nya prinsip keadilan dengan memperhatikan kepentingan rakyat, penguasa
dan bekas pemegang haknya.

Mengenai tanah-tanah bekas Hak Guna Usaba vang sedang digarap,
diduduki oleh rakyat atau pihak lain berlaku ketentuan pasal 5 Undang-
Undang No. 51/Prp/1960 pada dasarnya akan diberikan prioritas kepada para
penggarap untuk memperoleh hak milik atas tanah tersebut unfuk mencapai
mufakat. Sedangkan menurut ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri No, 3 Tahun 1979 tanah-tanah bekas Hak Guna Usaha
tersebut dapat dijadikan tempat pemukiman atau usaba pertanian rakyat serta
akan diberikan hak baru bagi pemegang hak yang memenuhi syarat
sepanjang sepanjang pemberian hak itu tidak lagi pemegang hak memenuhi
lingkungan hidup (kelestarian tanah) serta bukan diperuntukan bagi proyek-
proyek penyelenggaraan kepentingan umum.

Dalam rangka pembangunan di selgor pertanian khususnya upaya
peningkatan sektor non minyak dan gas sudah sepantasnya dilakukan usaha
untuk merangsang pihak swasta untuk menanamkan modalnya di bidang
perkebunan. Apalagi belum semua sumber daya yang ada termanfaatkan,
terbukii menurut Dudung Abdul Adit, sekitar 194,996 Ha lahan perkebunan
di Indonesia terlantar (Kompas, 30 September 1591: II). Untuk mewujudkan
rencana tersebui, sangat diperlukan langkah-langkah segera untuk menata
pola pemanfaatan tanah dalam cara yang sesuai, seimbang dan adil bagi
semua pihak yang membutuhkannya (AP. Parlindungan, 1983: 3).

Sebagai langkah antisipasi problema tersebut Badan Pertanahan Nasional
telah menetapkan langkah-langkah yang tertuang dalam arah dan kebijaksana-
an pertanahan sebagai penjabaran Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai
berikut :
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:'_';-'_;::;-Da.am rmgka penmgkatan pmduksx perkebunan guna menmgkatkan

- ekspor, serta umtuk. memenuhl kebutuhan dalam. “negeri; - -terutama

i keperluan:. Industri, . selain. areal-areal. peremajaan dan. rehabzhtasx

- diadakan: peﬂyedaaan tanah untuk. pengembangan penganeka ‘Tagaman

-komoditi, ‘antara lain dengan pemanfaatan tanah kering dan areal

: transmigra31 Dalam penyedlaan tanah untuk pengembangan perkebunan

‘rakyat, dengan antara lain mengikutsertakan perkebunan megara dan

' parkebunan swasta besar serta pemanfaatan tanzh-tanah g;verkebunan yang

terlantar -atan dxgunakan secara txdak eﬁs:en ' (Badan Peﬂanahan
.--Naswnal 1692:. i) SURATEREY ; AR -\

Kasus iersebut membuktikan- bahwa penanganan masalah pertanahan
khususnya masalah tanah-tanah perkebunan terlantar perlu segera diselesai-
kan. Mengingat sebenarnya sudab sejak 1979 masalah tersebut muncul di
permukaan seperti: Kasus Raimuna (Sumatera Utara), kasus Siria-ria
(Tapanuli Utara) dan kasus Jenggawah (Jawa Timur) (Soemardjono 1992:

1). .

Cara Penelitian

Penelitian vang bersifat deskriptif ini mengambil studi kasus di Kabupaten
Garut propinsi Jawa Barat di dua kecamatan Cikajang dan Banjarwangi
sedangkan sampel diambil secara purposwe masing-masing satu dan tiga
desa.

“Hal tersebut dilakukan berdasarkan fakta—fakta di lapangan bahwa jumlah
petani penggarap yang terbanyak di Kecamatan Cikajang pada satu desa yaitu
desa Cipangramatan sebanyak 477 orang, maka diambil 60 orang responden.
Sedangkan di kecamatan Banjarwangi petani penggarap ada di tiga Desa:
Tanjung Jaya, Bojong dan Jayabakti sejumlah 102 orang maka masing-
masing 'desa diambil sebanyak 15 orang responden. Dengan demikian
keseluruhan responden berjumlah 105 orang petani penggarap.

Sedangkan narasumber yang diminta keterangannya dalam penelitian ini
adalah: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut; Wakil Direktur Utama
PT. Surya Andaka Mustika Bandung; Staf Lembaga Bantwan Hukum
Bandung.

Alat pengumpulan data primer adalah kuesioner terbuka dan tertutup'
ditujukan kepada sejumlah petani penggarap. Disamping itu, dilakukan
wawancara secara langsung dengan sejumlah narasumber dari instansi-

AT, SR Juy: WS FVEUIEIN. R [SVUVIUUN FtUOR . RNV SRR SN
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~+ Data primer dianalisa secara deskriptif kualitaiif, sedangkan data sekunder
vang ‘berupa peraturan perundang-undangan zkan dilakukan analisis isi
(content analysis). Selanjuinya dengan dibantu dengan metode berpikir
dedukatif dan indukatif hasil analisis data primer dan sekunder dipadukan
untuk menarik kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Seperti penulis telah utarakan dimuka respoden dalam penelitian ini terdisi

dari 103 (seratus lima) orang yang perinciannya adalah:
1. Kecamatan Cikajang desa Cipangramatan

Responden petani 60 orang
2. Kecamatan Banjarwangi terdiri dari

a. Desa Tanjungjaya 15 orang

b. Desa Bojong 15 orang

¢. Desa Jayabakti 15 orang

Jumlah seluruh Responden (n) 105 orang

Status pekerjaan responden adalah petani pemilik tanah yang merasa telah
menyewa tanah dalam kurun waktu yang lama (lebih dari 21 tahun) PT.
Citrin yang dapat disimak dalam tabel berikut:

Tabel
. Lama Penggarapan

1. 0 - 5twabun 3 5
2. 5,1 - 11 tahun 5 8.3
3. 11,1 - 16 tahun 2 3,33
4, 16,1 - 21 tahun 17 | 28,33
5. lebih dari 21 th 33 55

Sumber: Data Primer 199

Adapun alesan petani tidak memiliki tanah, karena walaupun de facto
menguasal tanah namun secara de yure belum, sebab belum mendapatkan




uﬁgan dengan adanya tanah ter!antar dan sangat poten31ai untu
k’a’wasan Badega hampir semua respondeﬁ menyatakan. sang_

' ."-:kenadaa:a: }ahan garapan petam Denga.n lam perkataan seperti d}kemukak
._"Dleh L@ekman Soetmsno ebelum dzketeﬁudcan oleh mkyat desa.. sg'

':'fzegara it membuaz' rakyat pedesaan sema!cm suizr menemukan alz‘emazz
sumber pendapatan baru "(Loekman Soetrisno, 1990:1) Jawaban responden
§79% tanahnya dipergunakan di sektor perianian dan 3% menjawab. tana
.dlpergunakan bagl kebtzmhan Iam s&perta pemukzman sekolahan d

sebagamya '

“Pada awalnya mMEmang sejak talun 1%5 petam penyewa lahan garapan'_i_'_'ff |
PT. Citrin -yang ketika: it kesulitan modal untuk mengerjakan -usaha
perkebunan teh.:Secara periodik petani membayar vang sewa Rp. 10.000,-

'pertahun tanaman perhektar atau dalam bentu%c pembayaran natura dara hasxl i
panen : - +
Menurut -persepsi petam penggarap suatu 1ahan tersebut terlantar bxla-.-:-_';._

'tidak dikerjakan/digarap selama jangka waktu tiga sampai lima tahun. 69

orang atau 35 % responden menyatakan bahwa lahan d!kafakan teriantar bzia}--'_ :
t:dak dikerjakan 5 tahunsampai 7 tahun. - i

*‘Dengan demikian apabila petani'melakukan pendakuan tanah berdasarkan”f-.j{: kN
knterla wakin 35 tahun terus menerus secara efektif serta tidak ada subyek -

hukum jain yang berhak atas tanah perkebunan tersebut seperti diatur dalai__z_i gy

pasal 1963 KUH Perdata tidak terpenuhi. Sebab, walaupun petani menyata-

kan mengolah tanah terlantar sejak 1942, akan tetapi antara tahun 1957 -
sampai 1965 tanah hak erfpacht tersebut dalam penguasaan tanah Tan Eng -
Hong v
i Selanjutnya apabila dicermati lebih mendaiam maka peralihan hak guna

usaha atas tanah Badega melalui surat pelepasan hak dari PT. Citrin kepada =/

PT. surya Andaka Mustika tidak mempunyai kekuatan hukum apapun -
terhadap tanahnya, oleh karena tanah perkebunan sebagai obyeknya ielah

kembali kepada penguasaan negara, Sebab dengan diberlakukannya

Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 yang pasal 1 ayat (1) nya menentu-
kan bahwa "tanah hok guna wscha asal kowversi hak barar selambat-
fambatnya akan berokhir pada tanggal 24 Seprember 1980, sejak tanggal
z‘ersebm* tanah yang bersangkutan menjadi tanah vang langsung dikuasai oleh
‘negara”. Mengingat bahwa pengkonversian tanah hak guna usaha tidak

PR L1 L T SRS DAL S o - T TR = Le: o R e BTSN D R T =D SRR T LT bt L
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hak berakhir tanggal 2 Januari 1989,

Alasan lain menurut Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 13/~

Eepag/ﬁé setiap peralihan hek guna usaha harus dilakukan dengan akta
dibadapan Pejabat Pembuat Akta Tanzah Khusus. Jadi iidak dibenarkan
apabila peraliban hak guna usaha dilakukan peralihan hak guna usaha pada
- tanggal 9 Oktober 1984,
.7 Alasan lain berdasarkan oleh wakil Direkiur PT. Surva Andaka Mustika
babwa peralihan hak guna usaha ity dikarenakan kesulitan finansial (modal),
‘manajerial dan tenaga ahli yang dialami oleh PT. Citrin, sehingga terpaksa
memperalilikan kepada PT. Surya Andaka Mustika. Hal itu mungkin secara
de focto dapat dibenarkan namun secara yuridig tidak,

Penyalabgunaan hak telzh dilakukan pula oleh PT. Citrin dengan
menyewakan tanah kepada petani penggarap selama sekitar 19 tahun
sehingga sebenarnya Hak Guna Usaha tersebut dapat dicabut oleh Menteri
Dalam Negeri, namun demikian hal tersebut tidak pernah dilaksanakan,

- Fakta tersebut secara mendetail telah difabami oleh petani penggarap

terutama pada saat penyampaian nota pembelazn sidang pengadilan tingkat
I dan 11, serta pada saat mengajukan permohonan hak milik atas tanahnya.
 Memang, kalau diteliti secara seksama tidak semua petani penggarap
panias mendapatkan sertifikat yang tentunya dilakukan melalui redistribusi
tanah berdasar Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 sebagaimana
diubah dan ditambah oleh Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi Kerugian.
Mengingat sebagai petani penggarap itu jusiru merupakan masyarakat
pendatang yang baru berdomisili di kawasan Badega sekitar 5 sampai 10
tahun,

Berdasarkan hasil penelitian ini, terayata dari 105 orang responden
sebanyak 31 orang atau 29,52% merupakan pendatang, sedang sisanya
- 10,48% merupakan pendudukan asli.

Penyimpangan lain yang dilakukan oleh PT. Surya Andaka Mustika
adalah belum dilaksanakannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
SK. 33/HGU/DA/86 Diktum Ketiga angka 3 yang menyatakan :

"Apabila di dalam areal tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini
ternyata masth terdapat penduduk/penggarap rakyal secara menetap yang
sudah ada sebelum pemberian hak inl dan belum mendapar penyelesaian
maka menjodi kewajiban/tanggung jawab sepemuthinva dari penerima hak
untuk menyelesaikan dengan sebmk»bmkma sepenuimya menurut keteniian
yang berlaky”.

Terbuktl, proses penvelesaian secara sebaik-baiknva telzh menemui
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" kegagalan’ temyata derzgan timbulnya kﬁnﬂli‘i antara: Pengusaha
.dadu%:ung aparat setempat S o

Berdasarkan fakta yang dxjumpax daiam penelitlan dan setelah melak kar
: _penﬁkaﬁan secara mendalam, maka dapat-dikemukakan sebagai beriku
‘Motivasi petani” penggarap unmk ‘menduduki serta’ mengolah

-+Secara - yuridispetani  penggarap-mempunyai - dasar “hukum

- Negeri 'perlu ditinjau Kembali.

s ré;b 1 'Pérkéé&nmz

Kemmpulan £

tersebut karena lapar tanah dan petam penggarap adalah petani subsnst@'lf_._” o

mengerjakan tanah tersebut yakni Keputusan Presiden No, 32 tahun 197 )
jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979, e

. Status Hak Guna Usaha PT. Citrin sah adanya karena Hasmudm

Samhudi dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Lelang Negara i
Sedangkan PT. Surya Andaka Mustika belum sah karena peraizhan hak
tidak dilakukan oleh dan dihadapan PPAT khusus.

Dengan demikian Surat Keputusan Hak Guna Usaha oieh Menterx Daiam_

Saran-Saran

. Seyogyanya PT. Surya Andaka Mustika, bila Surat Keputusan Pembeman"

Haknya tidak dibatalkan, benar-benar melaksanakan isinya yakm
menyelesaikan dengan sebaik-baiknya dengan pihak petani penggarap..

. Iitkad . baik pihak pengusaha (PT. Surya Andaka Mustika)- untuk

menyerzahkan sebagian Iahan yang telah dikuasainya seluas 70 hektar '
kepada petani seyogayanya dapat diterima baik oleh pettani,

. Agar tidak terjadi status quo yang berkepanjangan mengenal masalah

tanah terlantar, maka kehadiran peraturan tentang tanah terla.ntar sudah'
mendesak untuk direalisasikan. : L
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PUTUSAN
Reg. No: 513 K/Pid/1993
KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan
sebagai berikui: :
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca putusan Pengadilan Negeri di Mataram tanggal 21 Januari 1991
Nomor 03/PID/1991/PN.Mitr. dalam putusan mana terdakwa:
 H. Mesir Suryadi, SH,, tempat lahir Gelogor Sakra Lombok Timur,
tanggal lahir 17 Februari 1943, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan
Indonesia, tempat tinggal Jalan Pariwisata No. 77 Kelurahan Mataram
Timur, Kecamatan Mataram, Kabupaten Lombok Barat, agama Islam,
pekerjaan wiraswasta dan Anggota MPR RI;
" Termohon kasasi berada di luar tahanan;
- Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Megeri tersebut karena
didakwa: melanggar pasal 352 KUHP;
- Dengan memperhatikan pasal 352 KUHP jo pasal 49 ayat 2 KUHP
terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan, akan tetapi
dinyatakan tidak dapat dipidana, seperti tercantumn dalam putusan Pengadilan
Negeri tersebut vang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
I. Menyatakan terdakwa H. Mesir Suryadi, SH tersebut diatas secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan
dilakukan  karena perasaan tergoncang sedemikian rupa akibat
adanya serangan yang melawan hukum pada ketika itu"(Pasal 352 jo
pasal 49 ayat 2 KUHP);

. Menyatakan terdakwa tidak dapat dipidana;

. Memerintahkan agar barang bukti yang diajukan oleh terdakwa berupa
toiocopy surat tanda pemcabutan laporan tertanggal 31 Juli 1990 tetap
dilampirkan di dalam berkas perkara; _

4. Menetapkan bahwa biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

L NI



kepadanegara R - _ S

- Mengingat akan’ ;akta tentang permahonan kasasx Neo. Gi/Akta ?1&! 1991/-

'-'PN Mir yang dibuat “oleh Panitera Kepaia pada Pengadilan Negen di

“Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 1991 Jaksa serta

© risalah kasasmya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Mata-

‘ram pada tanggal 2 Februari 1991 ‘dengan demikian permohonan ‘kasasi .

) '_beserm alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang wakin dan dengan

‘cara menurut Undang~undang, Oieh karena 1tu g::ermoh(man kasas1 tersebut '
-_-formll dapat diterima; - o

Memmbang bahwa keberatan~kebaratan yang diajukan’ oiah pemo __on '
kasasi pada pokokya adalah sehagai berikut :

- “Bahwa Pengadilan Negeri Mataram yang telah menjatubikan putusan: yang
_ﬁamarny& ‘berbunyi tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili
“perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan atau

- meaerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, se%agaxmana

“dimaksud dalam pasal 253 (1) buruf a KUHAP yakni dalam hal penerapan

pasal 49 ayat 2 KUHP, yvang menyebabkan terdakwa H. Mesir Suryadl ,

© SH tidak dapat dipidana meskipun terhadap perbuatan pidana pengania-

vaan ringan (pasal 352 ayat 1 KUHP) oleh hakim Pengadilan Negerl
Mataram telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan; “o -

- Bahwa sebagaimana bahan pertimbangan tentang kekeliruan haknn

' j?engaéiian Negeri Mataram dalam putusannya tidak menerapkan atau

* menerapkan peraturan hukum dalam hal ini pasal 49 ayat 2 KUHP tidak

© sebagaimana mestinya, dapat kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:-

1 ‘bahwa dalam pasal 49 ayat 2 KUHP disebutkan: Pembelaan terpaksa
“yang me}ampauz batas disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena
~seranga atau ancaman serangan itu, tidak di pidana” (KUHP ter_}emahw

~ an Prof. Moeljatno, SH talun 1979 cetakan ke-XI); ik

Menurut Prof.” Moeljatno, SH. dalam bukunya "Azas-Azas Hukum
Pidana" yang membahas mengenai pembelaan terpaksa (Noodweer) pasal 49
ayat 1 KUHP, menyebutkan tentang perbedaan (Noodweer Exces pasai 49
ayat 2 KUHP)

Dalam Noodweer Exces betul-betul ada serangan yang bersifat melawan
hukum, tapi reaksinya keteria!uan tidak seimbang lagi dengan sifat
serangan;

{Noodweer) pasal 49 ayat 1 KUHP, meyebutkan tentang perbedaan antara
pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces pasal 49 ayat
2 KUHP);

Bahwa baik dalam Noodweer maupun dalam Noodweer Exces kedua-
duanya perbuatan terdakwa tetap merupakan perbuatan melawan hukum; *.

Dalzm Mocdweer Exces betui»betulj ada serangan vang bersifat melawan
hukum, tapi reaksinya keterlaluan, tidak seimbang lagi dengan sifat
serangan, :
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Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya "Asas-Asas Hukum
Pidana di Indonesia” menyebutkan tentang pembelaan terpaksa yang
melampaui batas (pasal 49 ayat 2 KUHP) dengan sebutan lain vaitu
"melampaui batas membela diri" (no exces) vang dijelaskan bawa tidaklah
kena hukuman pidana suatu pelampan batas keperfuan membela diri, apabila
i akibat langsung dari gerak perasaan yang disebabkan oleh serangan
lawan; Pelampauan batas ini terjadi apabila:

a. Serangan balasan dilanjutkan pada waktn serangan lawan sudah

dihentikan;

b, Tidak ada imbangan antara kepentingan yang mula-mula diserang dan

kepentingan lawan yang diserang kembali;

Bambang Poernomo, SH. dalam bulmnya "dsas-dsas Hukwn Pidana”,
menyebutkan bahwa pembelaan terpaksa yang tidak seimbang, yang
melampaui batas, oleh pembentuk undang-undang masih diberikan dasar
uniuk dihapuskan pidananya dengan ketentuan Noodweer Exces pasal 49 ayat
2 KUHP,

Pembelaan yang tidak seimbang itu harus disebabkan oleh melampaui
batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena
adanya serangan dtau ancaman serangan;

Dalam penjelasan pasal 49 ayat 2 KUHP dari R. Soesilo dalam bukunya
KUHP Serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal demi pasal cetzkan ulang
kesembilan tahun 1986 menvebutkan bahwa: pasal 49 ayat 2 vang biasa
disebut Noodweer Exces yang artinya "pembelaan darurat yang melampaui
batas" seperti halnya dengan pembelaan darurat, disinipun harus ada
serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam ketika itu;

Pelampavan batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja
disebabkan karena perasaan tergoyang hebat yang timbul lantaran serangan
itu;

Dari beberapa pendapat yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa
pembelaan darurat yang melampaui batas seperti dimaksud dalam pasal 49
ayat 2 KUHP, salah satm unsurnya adalah adanya serangan atau ancaman
serangan ketika itu;

2. bahwa dalam Catatan putusan yang dibuat oleh hakim Pengadilan
Negeri Mataram dalam Daftar Catatan Perkara Nomor: 03/PID/RIN/-
1991/PN.Mir. tanggal 21 Januari 1991 tersebut dalam halaman 2 (dua)
antara lain disebutkan: ‘

“saksi-saksi yang didengar di bawah sumpah yaitu Ny. Rini, Iwan

Setiawan Tanaya, Heru Wiriawan dan Muohammad Huzaini, telah pula
memberikan keterangan vang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara
Penyidikan terhadap mereka masing-masing vang dibuat oleh penyidik
pembantu Serka Pol. I Nengah Ngawiartha dengan mengingat sumpah
jabatan yang ditutup dan ditandatangani pada tanggal 30 Juli 1990 (untuk



:_51 Rnn dan Iwan Satlawan serta Muhammad Huzanm)
Bahwa uniuk lebih jelasnya keterangan saksi-saksi tersebut yang te;tu ng

[ :.-dalam Berita Acara Pemeriksaan.Cepat yang dibuat oleh penyldﬂ»: pembapm o

pada’ Kepﬁhsian Resart L@mbok Ba.mt kam1 kutlp sebaglan masmg—masz
"sebagal benkut R i :

C T Saksi Rimd: o T g i
i a'.menjslaskan pacia hm Rabu tanggal 11 Eui 19 _ 1t
~“datang Bos suaminyz (pak Agung) dan selaﬁjumya ada mteriokai dari pa
- Tikay untuk: berbicara dengan suami seria disuruh mencari, selesai.
- menelpt kéﬂludxan mencari suamiyang sedang mencan/pergx bersamapak
~Agung, sampai di- perjalanan ketamu moblinya sedang berada di depan

- kantor pak Mesir Suryadi, mamun'saat itw da tak jadi. kemjuan lain melamkan...jg_ .
“ia memasuki kantor pak Mesir. Suryadl dimana pintu kantor tersebut dalam
keadaan. terbuka dan dalam kantor tersebut ada pak Mesir suryadi, pak -
Agung, pa}: Lindarto dan suaminya serta ia ucapkan selamat Siang tapi tidak
-ada jawaban.(tidak: dihiraukan) Sewaktu akan diadakan pembayaran toko.
* .yang telah dijualnya oleh suami namun suami tidak diberikan komisi saat itn
dimana pak Mesir telah mmenjan;xkan komisi sebesar Rp. 1.000.000., (sate
juta rupiah) namun tidak diterima karena tidak sesuai, pak Mesir mengatakanf
bahwa tidak pernah berjanji akan komisi tersebut, karena pak Mesir marah- |
marah serta tentang komisinya, ia sarankan agar diberikan sewajarnya serta
pak Mesir mengatakan kamu tidak usah furut campur selanjutnya pak Mesir
langsung menutup pintu sedangkan anak masih berada di dalam, kemudian
ia mengemk pintu, ketika pintu terbuka selanjuinya pak Mesir langsung
‘menutup pintu sedangkan anak masih berada didalam, kemudian ia mengetuk
pintu, ketika pmtu terbuka selanjutnya pak Mesir memukul satu kali yang
mengenai pipi sebelah kanan dan selanjutnya ia menangis dan banyak orang
keluar kemudian hal tersebut ia laporkan ke Polisi Poires Lobar;

1a mengatakan maksud mengetuk pintu ruangan pak Mesir Suryadl uni:uk
mengambil anaknya yang bernama Rika umur 7 tahun yang saat itu masih
berada dalam ruangan yang mana sebelumnya ia sempat masuk ke dalam
ruangan bersama, ketika pintu ditutup oleh pak Mesir Suryadi ia dldorong
keiaar mangan sehmgga anak keunggalan di daiam

Saksn §wan Seé:aawara Z{‘anaya

Saksi. mengatakan - saat ia memb:carkan masalah. komisi penjuaian
pertokoan di Praya, tahu-tahu istri datang ke ternpat ia berbicara maka ia
ditanya oleh pak Mesir Suryadi dan mengatakan akan memberikan komisi
satu jutz dari hasil pennjualan pertokoan tersebut seharba empat ratus dua
puluh lima juta dan ia tak mau terima dan kemudian mengatakan bahwa ia
tidak pernah janji kamu mana bukti telah janji, maka istri sebagai saksi akan
memberikan komisi sesuai dengan perjanjian lima persen dari penjualan,
maka selanjutnya istri memberikan keterangan dan membenarkan hal tersebut
dan kemudian istri lagi mau masuk dengan fujuan mengambil anak yang ada
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didalam kantor dengan cara mengetuk jendela kca da pintu maka pak Mesir
suryadi membukakan pmtu dan langsung menampar pipi istri sebanyak satu
kali mengena pada pipi sebelah kanan maka ia perrgi dan pulang; Hal
tersebut terjadi hafi Rabu tanggal 11 Juli 1990 sekira jam 16.00 WETA
dikantor CV Karya Semesta Pajang Mataram;

Saksi Heru Wiriawan '

- Ia mengatakan mengeérti dipanggil dan didengar keterangannya oleh Polisi
sehubungan dengan adanya mengetahui dan mendengar ada teriakan seorang
- ‘perempuan sedang didorong oleh pak Mesir. Dari dalam kantor ruangan atau
CV. Karya Semesta dan kemudiaﬂ ditutupkan pintu dan mungkin perempuan
tersebut tidak merasa puas karena diftupkan pintu dan perempuan tersebut
memuku-mukul pinni dap jendela kaca dengan tangan, setelah itu pinm
dibuka oleh pak Meszr Suryadz lalu didekati perempuan tersebut dan terus
didorong yang mengenai pipi sebelah kanan untuk tujuan disuruh perm :

Saksi Muhammad Huzaini: 4

Ia mengatakan bahwa iz hanya melihat pak Mesir Suryadi Sedang
beriengkar mulut dengan Rini dan Kelihatannya perempuan tersebut (Rini)
menuding-nuding sehingga Rini didorong keluar dan ditutupkan pintu,
sehingga Rini menggedor pintu dan jendela kaca dengan tangan. Dan zaksi
mengatakan Seianjumya pak Mesir Suryadi,SH. bukakan pintu dan me"]gusm
untuk pergii

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang dibuat penyidik
pembaniu Serka Pol. I Nengah Ngawiariha, dikuatkan pula keterangan saksi-
saksi tersebut dalam persidangan;

bahwa dari keterangan saksi-saksi terbut, tidak ada satu saksi pun yang
menerangkan bahwa saksi korban (Rini) mengeluarkan kata-kata yang
berrnada keras dan mengancam, apabila melakukan serangan atau ancaman
serangan. Namun Pengadilan Negeri Mataram dalam menguraikan fakta
hukum pada angka 2 (dua) menyebutkan:

"Bzhwa di depan pintu ruang tamu saksi korban mengeluarkan kata-kata
yang bernada Kkeras dan mengancam serava menuding-nuding, maka
- Terdakwa menutup pintu dan meminta agar saksi korban keluar, namun
dibalas oleh saksi korban dengan memukul-mukul atav menggedor-gedor
pintu dan melempar kaca ruang famu dengan sepatu. Dalam pada itulah
terdakwa kembali dan membuka pintu seraya menampar, atau sefidak-
tidaknya mendorong saksi korban dengan tangan kirinya, mengenai pipi
kanan saksi korban sehingga saksi korban menderita luka memar pada pipi
kanan di bawah kelopak mata dengan ukuran 3x3 cm dan luka lecet pada
bibir kanan bagian atas;

Bahwa dengan demikian fakta hukum yang disebutkan pada angka 2 (dua)
tersebut diatas, berieniangan dengan keterangan saksi-saksl sebagaimana
dinraikan di aias;

bahwa fakia hukum tersebut hanyalah dari keterangan Terdakwa belaka,
vang cenderung berupaya menghindarkan dari pidana;
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3 Eahwa meng@na.l bara.ng buktz yang dxajukan oleh Terdakwa berupa
':fotecopy surat tanda pencabutan laporan tertanggal 31 Juli 1990 dimana
tertera atas pama saksi Ny. Rini dan’iwan Setiawan Tanaya seria
“Terdakwa, yang juga merupakan bag!an dari pertimbangan Pengadilan
- Negeri Mataram dalam putusannya yang tersebut dalam Catatan putusan
' yang dibuat oléh hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam Dafiar Catatan
_.Per}cara Pidana “Nomor 03/PID/RIN/ 1991!PN MTR tanggai 21 Jamuari
1991, menurut hemat kami tidak mempunyai mlax yurldzs dan tidak ada
relevansinya dalam perkara ini; . S

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan pada angka 1 (satu) tersebut
diatas maka salah satu unsur yang harus ada dalam. pasai 490 ayat Z KUHP
yaiu adanya serangan atiu ancaman Serangai;

bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana pada angka 2 (dua) di atas,
yang sesuai dengan Berita Acara Pemerxksaan yang ‘dibuat oleh penyidik
pembantu Serka Pol. T Nengah Ngawiartha, dikuatkan pula oleh keterangan-
keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa
tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa saksi korban (Rini)
mengeluarkan kata-kata keras dan mengancam, apalagi melakukan serangan
atau ancaman serangan vang merupakan unsur yang harus ada pada pasai 49
ayat 2 KUHP;

Dengan demikian kami berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mataram
dalam amar putusannya sebagaimana tersebut dalam Daftar Catatan Perkara
Pidana Nomor 03/PID/RIN/1991/PN.Mtr tanggal 21 Januwari 1991-an.
terdakwa H. Mesir Suryadi, SH. telah melakukan kekeliruan yakni tidak
menerapkan peraturan hukum dalam hal ini keientuan pasal 49 ayat 2
KUHP, tidak sebagaimana mestinya (pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP);

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan,
oleh karena Pengadilan Megeri Mataram dalam menjatuhkan putusannya
telah fidak sempurna dalam mempertimbangkan tentang "Meodweer";

bahwa disamping itu amar putusan Pengadilan Megeri dalam perkara ini
saling bertentangan terbukiinya kesalah Terdakwa, Terdakwa dmyatakan
bersalah; akan tetap: tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pufusan
Pengadilan MNegeri Mataram haruslah dibatalkan dan Mahkamah Agung akan
mengadili sendri perkara ini, yang amarnya akan berbunyi seperti tersebut
dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mataram
mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa, menurul pendapat Mahkamah
Agung telah tepat dan benar, kecuali tentang Noodweer, oleh karenanya
diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri, kecuali
mengenai pertimbangan Pengadilan Negeri Mataram fersebut tentang
noodweer;

Memmhang, bahwa perbuatan terdakwa belumlah dapat dlkuahﬁkaszkan
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sebagai noodweer, karena berdasarkan pembukiian dalam persidangan
tidaklah terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena
terpaksa untuk mempertahankan dirinya atau diri erang lain, mempertahian-
kan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada
serangan yang melawan hak dan mengancam pada saat ifu juga;

-Menirnbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukii melakukan tindak
-pidana sebagaimana yang didalkwakan, maka terdakwa haruslah dibukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan maka Mahkamah
Aguncr mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: :

Hal-hal yang memberatkan
- .perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap korban pihak lemah vang
seharusnya mendapai perlindungan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana yang harus
~ dilnkum;

- penganiayaan Terdakwa tidak menimbulkan cacai, loka berat, matinya
.orang;

- Terdakwa dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas
Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram
tanggal 21 Januari 1591 Nomor 03/PID/RIN/1991/PN.Mir. tidak dapat
dipertahankan lagi, olel karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung
akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini

Memperhatikan Undang- -Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang
No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi © JAKSA/PENUN-
TUT UMUM pada Kejaksaan Negeri di Mataram tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Mataram tanggal 21 januari
1991 Nomor 03/PID/RIN/1991/PN M,

Iviengadili Bendiri

- Menyatakan Terdakwa : H. MESIR SURVYADI SH tersebut telah
terbukti secara sah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN
RINGAN";

- Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)



._PHEMSGI:I Hokim . . . - 2._3.1' S

-bulan

- .:Memermmlmah pid.agné.'. t“e'iSébia?t'tidai,ﬁ.uééh”:duaiaﬁl .kecudh kélaﬁ o
_dikemudian hari: dengan putusan Hakim dibérikan Perintah lain atas alasan

bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun ter akhxr '
telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

- Memerintahkan ager barang bukii yang diajukan Terdakwa berupa
fotocopy surat tanda pencabuian Iaporan tertanggai 31 Juli 1990 tetap
dilampirkan dalam berkas perkara;.. . -
Menghukum termohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar blaya :

perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini -

ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribulima ratus rupiah); R
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin

tanggal 20 Mei 1983 oleh Mohammad Djanis, SH., Hakim Agung sebagai

Ketua Sidang, Scenavjo, SH dan Sarwaia, SH. Hakim-hakim Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, Tanggal 19 Mei 1993 oleh
ketua tersebui dengan dihadiri Soenarjo, SH dan Sarwata, SH. Hakim-Hakim
Anggota, Ny. Soelasih Bambang Soewono SH. Panitera Pengganii dan tldak
dihadiri pernchon kasasi.

Engkau jelas bersalah jika melakukan penindasan
Dan engkau dapat pula bersalah jika membiarkan penindasan

{(Erasmus Darwin)} |
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N@adwew dan Noodweer Exces Seria
Pembuktiannya

T. Nasrullah

Setelah membaca putusan tersebut, pada dasarnya dalam kasus pidana
ini terdapat beberapa hal yang dapat kami komentari, antara lain menyangkut
pemahaman Noodweer (pasal 49 ayat 1 KUHP) dan Noodweer Exces (pasal
49 ayat 2 KUHP); isi putusan hakim dan pembuktian.

I, Noodweer dan Moosdweer Exces
a. MNeodweer

+ Dalam hukum pidana, sejauh ada keperluan membela diri dapat pidana
seseorang dapat dibenarkan. Disini  keseimbangan antara suatu
serangan/ancaman dengan balasan yang diberikan memegang peranan yang
sangat penting. Hal inilah yang dikatakan noodweer.

Kalau kita lihat pada kasus diatas, terpidana H. Mesir Suryadi, SH tidak
‘mempunyal cukup alasan unfuk membenarkan argumentasi adanva suatu
keadaan noodweer sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP.

b. Moodwesr Exces

Pengertian Noodweer Exces vang sebenarnya adalah apabila ada suatu
serangan terhadap seseorang dan orang tersebut kemudian memberikan
perlawanan untuk membela diri yang melampaui batas keperluan. Serangan
tersebut ditujukan terhadap badan, kesusilaan/kehormatan dan haria benda
baik milik sendiri maupun orang lain yang mengakibatkan timbulnya rasa
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takut bmgung atau-marah ‘bagi. yang diserang, -

~Perlawanan’ untuk- membela - diri tersebut: sedemlkxan mpd sehmgga
rneieblhl danpadé ‘serangan Forang’ yang. semula menyerang, bahkan
perlawanan tersebut tetap berlanjut meskipun serangan sudah dihentikan;
Kalau ‘kita perhatikan ‘kasus ‘diatas, -hakim - Pengadilan Negeri Mataram
melepaskan terdakwa dari tuntutan dengan ‘menggunakan dasar- pemaaf
(noodweer-exces)sebagaimana diatur dalam pasai 4% ayat 2 KUHP dengan
pumnbangaﬂ ‘bahwa terdakwa . melakukan penganiayaan ‘tersebut karena
perasaanmya tergoncang sedemikian - rupa aiubat ada::ya serangan.- yang
melawan hukum terhadap dirinya ketika itu.

~Untuk menguji kebenaran dari pertimbangan hakim tersebut maka harus
dli;hdt dari hasil pembuktian disidang pengadilan apakah benar-benar-ada
snatu © serangan - terhadap terdakwa vang sedemikian rupa sehingga
mengakibatkan perasaan terdakwa terguncang yang memberikan aiasan bag:
terdakwa melakukan perlawanan meiampau& batas.

1. Pembuk‘iaan

Pasal 183 KUBHAP menentukan bahwa haklm baru ciapat menyatakan

seseorang bersalah apabila dipersidangan diperoleh sekurang-kurangnya dua
alat bukti dan dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan. Alat-
alat bukii secara berurut disebutkan dalam pasal 184 KUHAP yang terdiri
dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan
terdakwa. _
Alat bukti yang paling kuat kedudukannya dalam perkara Pidana adalah
keterangan saksi dan yang paling lemah adalah keterangan terdakwa, hal ini
antara lain karena -iterdakwa cenderung memberikan keterangan vang
menguntungkan dirinya sendiri.

Dalam kasus diatas, tidak seorang saksipun memberikan keterangan

yang menunjukan adanya suatu serangan sedemikian rupa dari korban
terhadap terdakwa yang mengakibatkan terguncangnya perasaan terdakwa
sehingga memberikan alasan bagi terdakwa untuk memberikan perlawanan
yang melampaui batas tersebut:
Disini hakim Pengadilan Negeri dalam putusan hanya mempertimbangkan
keterangan terdakwa yang kedudukan lebih lemah dibandingkan keterangan
saksi, sehingga menurut hemat kami, sangat tepat sikap yang diambil oleh
Majelis Hakim Agung untuk menerima kasasi penuntut umum dengan alasan
hakim Pengadilan Negeri telah tidak menerapkan peraturan hukum (pasal 49
ayat 2 KUHP) sebagaimana mestinya.
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Mengingat perlawanan yang diberikan oleh terdakwa tidak dapat
dikategorikan dalam rangka membela diri baik dengan alasan noodweer
maupun noodweer exces sehingga tidak terdapat unsur pembenar ataupun
pemaafl, - maka sikap vyang diambil oleh Mahkamah Agung dengan
menghukum penjara terdakwa selama satu bulan dengan masa percobaam
selama satu tahun sudah tepat.

Dalam bagian yang memberatkan, Makkamah Agung seharusnya j Juga
memasukkan status terdakwa sebagai anggota MPR-RI yang semestinya
sebagai wakil rakyat memberikan contoh yang baik kepada warga masyarakat
serta tidak main hakim sendiri.

. Sedangkan pada bagian yang meringankan, meskipun pencabutan
laporan tidak menghilangkan/menghapuskan tindak pidana tersebut (karena
bukan delik aduan), namun apabila pencabutan laporan dimaksud terjadi
karena tclah ditempuh upaya damai antara terdakwa dengan korban, kiranya
hal ini patut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan.

Salah satu bacaan ulama sarjana dan mahasiswa hukum Indonesia

Karangan-karangan Hokum
Yurisprudensi dan
Komeniar

Timbangan Buku

Berita Kepustakaan

Fak, Hukum dalam berita
Wawancara
Parlementaria

Kronik

Peraturan per-undang2-an
Komentar & Pendapat

%

7

lah hukum
terkemuka masa kini

HUBUNGILAH TOKO BUKU TERDEKAT
ATAU LANGSUNG TATA USAHA
"HUEUM dan PEMBANGUMNAN" JI. Cirebon No. 5 - Jakarta
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memperberat hukumaa bagi ke21
mahasiswa vang dituduh menghina
presiden Soeharto menjadi antara 8
bulan hingga 14 bulan penjara.
Pengadilan tinggi berpendapat bahwa
faktor yang memperberat hukuman

tersebut - ‘adalah  mereka.  telah
menjadikan -Pengadilan Negeri
Jakarta ~Pusat sebagai forum
Propaganda Politik dan  telah
merendahkan  martabat  dan
kewibawaan Pengadilan.
Bt
Menteri Negara Lingkungan

Hidup, Sarwono Kusumaatmadia,
‘menilai UU No. 4 tahun 1982 ten-
tang ketentuan pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup sudah sangat
ketinggalan. Oleh karena itu UU
tersebut perlu segera diperbaharui,

Indonesia harus menyusun tiga
undang-undang lagi di bidang Hak
Atas kekayaan Intelektval (HAKIT)
sebagai  konsekuensi persetujuan
GATT. Ketiga UU it adalah UU
tentang Desain Produk Indusiri, UU
Rahasia Dagang, dan UU Integrated
Circuit (sirkuit terpadu).

deag
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Konsep =~ Hubungan Industrial
Pancasila menurut pengamat perbii-
ruban dan kepala Divisi ketenaga-
kerjaan LBH, Drs. Fauzi Abdullah;,
tidak perlu dibakukan jadi U,
Lebih baik UU dan peraturan perbu-
ruhan yang ada dioptimalkan se-
hingga dicapal perbazkan riil ﬂ&sxb
buruh . s -

gk

Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Jakarta menolak gugatan
ketua SBSI (Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia), Dr. Muchtar Pakpahan,
SH. kepada Mabes POLRI. Menurut
ketua majelis hakim PTUN, Benya-
min  Mangkoedilaga, dalam
putusannya bahwa tindakan POLRI
ketika menolak memberikan ijin
penyelenggaraan SBSI bukan meru-
pakan tindakan sewenang-wenang.

Pemerintah akhirnya melalui PP
No. 20/1994 mengijinkan perusa-
haan penanaman modal asing (PMA)
patungan masuk ke sektor usalia
yang tergolong strategis, penting
bagi negara dan menguasai hajat
hidup rakyat banyak.

sejumlah 50 perusahaan yang
dinilai tidak memenuhi ketentuan
tentang hak-hak pekerja dan ketena-
ga kerjaan segera akan diajukan ke
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Pengadilan. Hal: itu “dikemukakan
Menteri-Tenaga:Kerja, Drs. Abdul
Latif,*seusai melapor kepada Presi-
den Soeharto di Cendana, Jakarta.

Lo ok

<: Para terdakwa kasus . pemalsuan
merek rokok 355 state express dan
Craven A, dituntut Jaksa hukuman
percobaan. Rata-rata laksa Penuntut
Umum menuntut sembilan terdskwa
itu ‘dengan menerapkan . dakwaan
subsider. - ' |
‘Wahana Lingkungan Hidup Indo-
nesia:(Walhi) meminta Pemerintah
merombak Peraturan Pemerintah
No. 19 tahun 1994 tentang Pengelo-
laan Limbah Bahan Berbahava dan

Beracun karena peraturan itu terke-
san dibuat asal jadi,

Menteri Keuangan, Mar’ie Mu-
hamimad, menegaskan bahwa sejum-

Hukum dan Pembngw;an

lah. kred;t macet yang dahapue ’n
kan dari neraca keuangan bank-b.
pemermtah tidak akan'hilang. K
Macet akan dxsemhkan kepada badan:
hukum khusus yang akan melakukan
berbagai tindakan penyelamatan
kredit. e N S

Pemerintah membatalkan Surat
Izin Usaha Penerbitan Pers Majalah
Berira Mingguan Tempo dan Editor,
serta surat kabar mingguan tabloid
DeTIK. Pengumuman pemerintah ini
disampaikan oleh Dirjen Pembinaan
Pers dan Grafika (PPG) Drs Subrata
di Departemen Penerangan pada-hari
Selasa . Adapun alasan- alasannya
adalah dua dari mass media ini yaitu
Editor dar Detik mei&nggar keten-
tuan administratif. Sedangkan Tem-
po melanggar dan membahayakan
stabilitas nasional. -
Ujang Suhirta

Di hadapan Sang Tiran
Jangan dengarkan apa yang dikatakannya
Tapi dengarlah apa yang tidak dikatakannya

(Ehalil Gibran)




““Komisi-1 DPR ZRI'mengadakan
rapat - dengar - ‘pendapat  dengan
Dewan Pers, yang dipimpin Ketna
Pelaksana Harian ‘Dewan Pers,
Jakob Qetama, Rabu 10 Juni 1994 di
Jakarta. ‘Dalam rapat dengar penda-
pat itu, Ketua Harian Dewan Pers
menyatakan; jaminan Presiden Soe-
harto tentang tidak akan dikeluarkan-
nya Keppres dari PP 20/1994 ten-
tang Penanaman Modal Asing
(PMA) di bidang Pers, dianggap
sudah cukup memadai.

kb

- Anggota Komisi V DPR, Budi
Haryanto, dalam acara dengar pen-
dapat dengan Masyarzkat Telekomu-
nikasi (Mastel) dan Asosiasi Pengu-~
saha Masional Telekomunikasi di
Jakarta, Rabu 8 Juni 1994, berpen-
dapat -"bahwa dengan masuknya
Penanaman Modal Asing (PMA) di
bidang telekomunikasi merupakan
suatu langkah positif karena diharap-
kan akan mampu menurunkan harga
telepon vang selama ini terlalu ma-
hal.

287

Komisi VII DPR yang dipimpin
Loekman R Boen dari Fraksi ABRI
mengadakan rapat kerja dengan
Gubernur B, J Soedradjad Djiwan-
dono di Jakarta, Rabu 8 Juni 1954,
Dalam rapat kerja i terungkap
sejumlah  bank, baik bank-bank
Pemerintah * maupun  bank-bank
swasta telah menghapusbukukan
sebagian kredit macet mereka se-
hingga neraca keuangan bank relatif
bersih dari kredit macet. Permasa-
lahannya, hingga kini belum ‘ada
kriteria atau aturan main tentang
kapan dan bagaimana penghapusbu-
kuan itu dilzkukan. Untuk itu Bank
Indonesia menjanjikan dalam waktu
dekat akan segera mengeluarkan
kriteria tentang penghapusbukuan
i,

Fraksi Karya Pembangunan DPR-
RI menerima pengaduan nasib se-
jumiah masyarakat Silau Jawa,
Kazbupaten Asahan, Sumut, Selasa
17 Mei. Dalam wpengaduannya,
mercka menyatakan kekecewaan
karena tanah yang diserahkan untuk
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“As” Labis, Baharudin Napitupulu,
sertavanggota. F-EP i komisi I
DPR; Ny. Tuti dan Hasanudin.

~Angsota Komisi IV DPR-RI, H.
Imam Churmen, dari Fraksi Persatu-
an Pembangunan menyatakan setuju
dengan gagasan Pemerintah menaik-
kan pendapatan petani tebu tanpa

harus menaikkan harga eceran gula

di pasaran. Hal itu dikemukakan
ketika dibubungi Pers, Selasa malam
menanggapi pernyataan Wakil Kepa-
la Bulog, Bedu Amang, mengenai
efisiensi tata nmiaga gula untuk pe-
ningkatan pendapatan petani iebu,
Selasa 17 Mei.

Komisi VII DPR, vyang dipimpin
Umbu Haramburu Kapifa, mengada-
kan rapat dengar pendapat dengan
Ketua Bapepam, Bacelius Ruru, di
Jakarta 31 Mei. Dalam rapat dengar
pendapat itu Ketua Bapepam meng-
harapkan Bapepam memiliki kewe-
nangan yang lebih besar dalam
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ak " melaksanakan tugasnya uniuk meng-
“antisipasi pericerbanga'ﬁ pasm medai
: o dimasa d&tang 'f_-Kewenangan tu
Wlkayah
Utara, ‘Rachman -'-jl'-'Mod&I
: pin ?ﬁ;_hma'_ S
_ F—KP iamﬁya yakm dari’ v
Tin Tanah F-KP, Suparta Nida Ny

harus. ieriuang “dala

Anggota DPR dari Fraksi Karya
Pembangunan; Ir. Tadjuddin Noer
Said, Ketika diminta tanggapannva
tentang - pernyaizan Ketua BEPRE
bahwa  sejumlah  Investor Asing
minia agar PP 50/1993 dikajiulang,
menilai agar pemerintah memandang
positif keinginan investor asing di
Indonesia mengenal program dives-
tasi yang diatur dalam PP itu. Tang-
gapan itu diberikan ketika dihubungi
Pers di Jakarta, 7 Mei 1994,

Hiduk

DPR-RI dijadwalkan pertengahan
Mei 1994 akan menerima dan mem-
bahas Rancangan Undang-undang
Persercan Terbatas (RUU PT). Se-
mentara itu RUU Pasar Modal dan
RUU Yayasan direncanakan akan
baru diserahkan kepada DPR tahun
1695, Jadwal penyerahan mnaskah
RUU-RUU Preduk  eksekutif itu
diungkapkan Menteri Kehakiman,
GCetojo Oesman, kepada Pers di
Jakarta.

s

Ujang Suhirta
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UL Lembaga kajian Keilmuan Senat
Mahasiswa FH-UI .menyelenggara-
kan  Diskusi - Panel dengan- tema
"Frial by The Press dan Porne-
grafi' ‘pada hari Selasza, ‘17 Mei 19-
94 Hadir dalam Diskusi Panel itu
anfara-lain, Prof. Mardjono Rekso-
diputro, 8.H., MA, Dra. Purnianti,
Dirjen Pembinaan Pers-dan Grafika,
Subrata, Pemred Redaksi Forum
Keadilan; Karni llyas. Prof. Mardjo-
no ~ Reksodiputto dalam  Diskusi
Panel itu - mengemukakan bahwa
dalam pemberitaan tentang kejahatan
terdapat benturan antara dua perlin-

dungan kepentingan. Pertama, Per- -

lindungan terhadap asas praduga tak
bersalah “dan dthda.rmya trial by
the press. Keduoa, hak masyarakat
untuk mendapat informasi-informasi
serta keinginan mempunyai pers
vang bebas.

sk
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UKSW. Senat: Mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Kristen: Satya
Wacana, Salatzga meny@lenggarakan N

Semmar ‘Hukum dan Horum Komu— .

nikasi Hm;ah_Hu_kum Nasional, pada’
hari Kamis, 16 Juni 1994 di Salati-
ga: Dalam seminar tersebut Wakil -

' Keia Program: Pascasatjana bzda.ng_':.'_' '
“hukum  Universitas  Indonesia, Dy

Erman - Rajagukguk, = SH,LLM, .

rengemukakan bahw_a__sudahsaatnya o

melakukan - pembaharuan. - hukum
secara menyelurub, sehingga laju
pembangunan bidang ekonomi dapat
berkembang lebih baik lagi. Ditam-
bahkannya, © pembaharuan  hukum
tidak hanya -dalam arti' penyusunan
peraturan perundang-undangan yang
baru, akan tetapi iuga pelaksanaan

-peraturan -perundang-undangan de-

ngan konsskwen. Pada kesempatan
yang sama, - Dr. Adnan Buyung
Masution, S8.H, menyebutkan ada
lima parameter untuk melihat berba-
gai persozlan tentang hukum, khu-
susnya mengenal penistaan hukum
dan pelecehan wibawa lembaga
peragilan.: Kelima parameter it
yakni konstitusional, hulum positif,
kekuasaan kehakiman yang indepen-
den, peranan sosial dan budaya
hukum.

UNTAG. Hardi  Sastrohardiwar-
doyo,5.H, dikukuhkan sebagai guru
besar ilmu hukum, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas 17 Agustus 1945 dalam
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sidang-Senat*Guru Besar UNTAG,
Jakarta, Sabtu 7-Mei 1994. Sidang
Terbuka Senat Guru Besar itu dipim-
pin oleh Rektor Untag, Prof. Dr. Sri
Sumantri Martosoewignyo, 5. H, dan
Dekan FH -. Uniag, Prof. Usep

Ranawijaya,* S.Hy. Dalam  orasi
“ilmiahnya, <Hardi . Sastrohar-
- diwardoyo, " S.H,  mengemukakan

bahwa pengalaman sejarah ketatane-
garaan Indonesia karena pertimbang-
ankeadaan darural maupun jangkan-
an - strategis pencapaian cita-cita
proklamasi, membuat penyelenggara
negara sering terpaksa menempuh
tindakan politik yang menyimpang
dari UUD 1945. Meskipun demiki-
an, hal itu tak membuat penegakan
sistim -ketatanegaraan berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 kendur
karena tiap penyimpangan selalu bisa
dikoreksi bangsa Indonesia sendiri,
tepat pada waktunya.

B ]

UNDIP. Guru Dbesar  Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro,
. Prof. Satjipto Rahardjo dalam seini-
nar yang diselenggarakan oleh Senat
Mahasiswa FH UKSW, Salaiiga,
mengemukakan  keprihatinannya
melihat bahwa pembangunan sistem
hukum Pancasila justru sering men-
jadi bahan pelecehan seolah-olah
bangsa Indonesia ingin menjadi lain

dari yang lain. Lebih lanjut Satjipto,
Rahardjo berpendapat sistim bukum
Pancasila: yang d}kembangkan adamhf_
sistim . yang senantiasa - mengoreksz_-
kesalahan-kesalahan ~ sendiri. la
bukan - sistim hukum .yang fmal-
tetapi. .selalu- dinamis - dan’ gehsah
untuk memberikan keadlian kep é;'-
masyarakat B e

UKL Ahl Hukum Perburuhan yang
juga dekan Fakultas Hukum Univer:
sitas Kristen Indonesia (UKID), Dr.
HP. Rajagukguk, berpendapat bahwa
persyaratap yang mengharuskan agar
putusan arbitrase disahkan dulu oleh
P4P, perlu ditinjau kembali. Lebih
lanjut ia berpendapat bahwa dalih
bertentangan dengan ketertiban
umum sebagal “dasar penolakan
pensahan itu bisa mengundang pel-
bagai penafsiran”. DR. Rajagukguk
juga meminta agar UU No. 22 tahun
1952 tentang Penyelesaian Perseli-
sihan Perburuhan bisa segera diper-
baharui. Pendapat itu disampaikan
dalam Lokakarya Arbitrase selaku
Alternatif Penyelesaian Perselisiban
Perburuan  vang diselenggarakan
oleh Asian-America Free Labor
Institute (AAFLI) bekerjasama de-
ngan SPEI, Jumat, 13 Mei 1994

B

Ujang Suhirta



“Folitik
Ferkembancan Hukum di

~Soetandyo. - Wignjosoebroto, DARI -
JHUKUM - KOLONIAL * KE = HUKUM
NASIONAL (Dinamika Sosial ' Politik
‘dalam  Perkembangan Hukum = di
Indenesia), Rajawali Pers, Iakarta, 1994)

. SUATU PERJALANAN PANJANG HUKUM
L  -DIINDONESIA @ .|

_. - Aria Soenardi

Buku ini diakui oleh penulisnya, merupakan ianjutan dari penualisart Prof
John Ball dari Sidney University, yaitu Indonesian Legal History, 1602-
1848, dan juga ditulis dengan metode yang sama yaitu metode historik dan
empirik. . : T

-Penulis buku ini membagi perkembangan hukum di Hindia Belanda‘dan
Indonesia dari tahun 1840-1990, menjadi tiga periodisasi besar, dengan
alasan bahwa selama masa satu setengah abad, telah terjadi berbagai gejolak

~-Adapun pembagian ‘periode-periode tersebut adalah : periode pertama
adalah periode liberalisme (1840-1890). Periode kedua, periode politik etis
(1890-1940) dan periode ketiga adalah periode dekolonisasi (1940 -1990).

Selanjuinya, dalam pembahasan pada pericde tertentu diperlihatkan,
bahwa perkembangan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh kebijaksanaan
politik yang -berkuasa di negeri Belanda ketika Indonesiz masih menjadi
negeri jajahan Belanda dan yang kedua keadasn politik Indonesia sebagai
satu negeri yang merdeka. : '

Membaca lebih teliti buku ini, penulis mengungkapkan permasalahan
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klasik yang terus menjadi polemik yang dihadapi oleh perkembangan hukum
di Indonesia, yaitu dualisme hukum (walaupun dalam buku-buku teks disebuat
A sebagal pluralisme hukum), antara hukum Barat dengan hukum kebiasaan
- yang hidup di Indonesia, dimana menimbulkan konflik sosial budaya vang
terus ‘berkepanjangan.

- Sepanjang perkembangan hukum dalam masa kolonial, penulis mengung-
.kapkan walaupun cukup banyak usaha yang berhasil dilakukan dalam
- penerapan_hukum Barat di Indonesia, akan tetapi usaha-usaha tersebut
:fdibarengl dengan -pengakuan keberadaan hukum kebiasaan/adat yang hidup
“di ka ngzin masyarakat pribumi. Hal itu terlihat pada peraturan-peraturan
éngakul keberadaan hukum adat dan terbentuknya suatu sistem
"peradﬂaﬁ bagi hukum adat. Diakuinya hukum ada itu juga dikarenzkan

perlawanan—per!awanan oleh para tokoh hukum Belanda yang mempelajari
keberadaan hukum adat Indonesia seperti Schoolten, Van Volenhoven.

‘Namun terasa sekali, bahwa penulis terlalu berdiri di pihak para
pendukung hukum adat.

Sebaliknya, penulis mengakui bahwa sedikit banyak, usaha penerapan tata
hukum Barat di Indonesia mau tidak mau telah mempengarvhi struktur.
hukum di Indonesia sekarang ini. Seperti terlihat dalam pembentukan
Opleidingsschool voor de Indlandsche Rechtskundigen atau Rechtschool dan
JjugaRechishoogeschool, yang ditujukan untuk mengembangkan hukum Barat
di Indonesia. Lulusan kedua sekolah tersebut menjadi tulang punggung bagi
perkembangan hukum Indonesia pasca kolonial.

Satu hal yang penting dalam perkembangan hukum di Indonesia adalah
permasalahan pencarian bentuk dari hukum nasional Indonesia. Penulis
mengungkapkan bahwa didalam pencarian bentuk hukum nasional Indonesia,
para abli hukum terperangkap akan strukiur doktrin yang mempengaruhi
hukum Indonesia. hal ini tidak lain dikarenakan, struktur hukum di Indonesia

- telah di kondisikan kepada struktur hukum kolonial. Ditambah lagi akan
pengakuan keberadaan hukum sebelumnya oleh konstitusi Indonesia, untuk
menghindari kekosongan hukum. Pergolakan yang banyak terjadi pada
periode pasca kolonial dapat dianggap sebagai mempersulit keberadaan
perkembangan hukum yang ada. Tekanan-tekanan politik pada masa orde
lama dan orde baru tetap dianggap mengkerdilkan keberadaan hukum, suatu
pendapat yang bisa diterima kebenarannya oleh kita.

Penulis menyimpulkan bahwa hukum Indonesia telah mengalami suatu
perjalanan panjang dalam pencarian bentuk gunma memberikan kepastian
hukum dan pencarian ity masih terus berjalan.

sk
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